
 
 

 
 
 

 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  10   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, maka Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah 
tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 



 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038);   

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Infromasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran   Daerah   Provinsi  Jawa  Tengah  
Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); 



 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 1); 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan 
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 
tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68); 

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 81); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUN 
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI JAWA TENGAH.  

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 81) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 13 
(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan PPID. 
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat 

struktural atau pejabat lain yang membidangi tugas dan fungsi 
pelayanan informasi. 

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Gubernur. 

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 



 

(5) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PPID 
Pembantu yang berada di Badan Publik dan/atau Pejabat 
Fungsional. 

(6) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
oleh Pimpinan Badan Publik. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14 
 

(1) PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam : 
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan 

informasi ; 
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 
c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; 
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi 

Publik; 
e. pengujian konsekuensi; 
f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; 
g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka 

waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat 
diakses; dan 

h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang 
diambil  untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.  

  

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PPID berwenang : 
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ 

satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; 
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID 

Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan 
kerjanya;  

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya 
diakses oleh publik; dan 

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk 
membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan 
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 

 

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
PPID menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

(4) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).  

 



 

(5) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada 
PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.  

 

 
Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah.  
 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  3 Maret 2011        

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 

    BIBIT WALUYO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 3 Maret 2011      

    
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
           JAWA TENGAH, 
                      ttd                            

           HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 10. 

 


